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BAB V  

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Desa merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan yang diakui hak ulayatnya 

di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa sebagai agen perubahan diberi 

wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur segala urusan rumah tangganya. 

Mulai dari birokrasi pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakatnya sampai pada 

pengelolaan keuangan sacara mandiri untuk pemabanguna di desa. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meberikan hak dan kewajiban kepada desa untuk 

mengatur segal urusan yang ada di desa. Undang-undang ini memberi wewenang ke 

pada desa untuk mengatur pemerintahan seluas-luasnya tanpa campur tangan dari siapa 

pun.   

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa merupakan jembatan penghubung bagi 

desa untuk mencapai kemajuan dan pemerataan pembangunan di desa. Kehadiran 

Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa membawa desa ke dalam sebuah perubahan.  

Desa yang dahulunya tidak diperhatikan kedudukannya di dalam sistem pemerintahan 

Indonesia, kini sudah diakui hak ulayatnya sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan 

yang memilki otonomi sendiri. Dengan memiliki otonomi sendiri, desa menjadi mandiri 

tidak tergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi desa ini 

membawa desa ke babak baru untuk mengatur sistem kepemerintahan dan mengurus 

urusan rumah tangganya secara mandiri. Dengan adanya otonomi ini desa diberikan hak 

dan kewenangan yang seluas-luasnya untuk membangun wilayahnya sesuai dengan 

amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu 

menyejahterakan masyarakat desa dan keadilan sosial bagi seluruh warga desa.  

Tidak hanya dalam mengatur sistem pemerintahan, desa juga diberi hak untuk 

mengatur sistem pengeloaan keuangan rumah tangganya secara mandiri. Desa diberi 

wewenang khusus untuk mengatur pengelolaan anggaran belanja rumah tangganya yang 
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diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bab VIII tentang 

Keuangan desa dan aset desa, bagian kesatu keuangan desa pasal 71, pasal 72, pasal 73, 

pasal 74, pasal 75. Dan bagian kedua mengenai aset desa yang memuat pasal 76, pasal 

dan pasal 77. Dalam bab ini undang-undang desa berbicara secara khusus mengenai 

keuangan desa, aset desa mulai dari pendapatan hingga yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan keuangan desa.   

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengarahkan desa ke 

dalam pemerintahan yang bersih. Yang mana di dalam pasal dan bab Undang-Undang 

Desa menjelaskan secara detail mengenai tatanan pemerintahan desa dan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangn desa seperti yang sudah dibahas dalam 

bab pembahasan karya ilmiah ini. Di sini yang paling ditekankan ialah pengelolaan 

keuangan desa mesti berpedoman pada undang-undang desa sebagai pedoman umum. 

Dengan demikian, yang diharapkan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa 

harus membaca dan memahami seluruh isi dari undang-undang desa agar pengelolaan 

keuangan desa dilaksanakan secara baik, benar, dan tepat. Yang paling penting ialah 

apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud.   

Pengelolaan keuangan yang baik tentu harus berpedoman pada asas akuntabel, 

tranparan, dan tertib anggaran guna terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, dan 

baik. Hal ini sudah termuat dalam undang-undang desa sebagai pedoman untuk 

melancarkan segala urusan yang ada di desa. Terbentuk dan disahkanya undangundang 

desa ini membawa perubuhan yang signifikan untuk desa, terlebih khusus dalam hal 

pengeloaan keuangan desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sebagai pelancar 

segala urusan yang ada di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan 

pedoman yang baik untuk desa dalam hal pengelolaan keuangan desa secara akuntael, 

transparan, partisipatif dan tertib anggaran.  

5.2 Saran  

Sejatinya pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab bersama. 

Berbicara tentang pengelolaan keuangan tentu tidak telepas dari kehidupan 
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perekonomian. Sebagai contoh dalam rumah tangga, tentu ada pemasukan dan 

pengeluaran. Pemasukan itu bisa saja dari gaji suami atau gaji dari istri yang menjadi 

pendapatan dalam kelurga untuk memenuhhi operasional dalam rumah tangga seperti 

belanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak, dan lain sebagainya. Di sini 

tertentu ada orang-oarang yang diberi tanggung jawab sebagai penglola keuangan dalam 

rumah tangga, biasanya dalam rumah tangga yang memegang penuh pengelolaan 

keuangan seorang ibu atau istri. Nah, di sini desa dianalogikan sebuah rumah tangga 

yang memiliki sistem tertentu. Dengan sistem-sistem yang ada desa mampu mengelola 

keuangan desa secara baik, bersih dan jujur.   

Bila berbicara pengelolaan keuangan di lingkup desa, yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa itu sendiri, yang dibantu oleh 

bendahara desa dan sekertaris desa. Tiga unsur penting ini yang bertanggungjawab 

penuh dalam pengelolaan keuangan desa secara tertib, jujur dan adil dan menyingkirkan 

kepentingan pribadi. Hal paling penting yang harus dipahami oloeh pemegang 

pengelolaan keuangan desa ialah harus memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 sebagai pedoman utama dalam pengelolaan dana desa.   

Hemat penulis, kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa pertama-tama 

harus mengetahui dan memahami secara baik tentang undang-undang desa. Tujuan dari 

mengetahui undang-undang desa adalah supaya mampu mengelola keuanngan desa 

dengan baik dengan berpegang tegus pada mandat yang disampaikan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas akuntabel, transparan, partisipatif dan 

tertib anggaran.   

Hal yang terpenting juga ialah mengetahui secara baik proses pengelolaan 

keuangan desa, dan harus mengetahui secara pasti sumber dana desa tersebut diperoleh 

darimana dan untuk siapa. Hal ini bertujuan agar terhindar dari hal-hal yag tidak 

diinginkan seperti penyelewengan dana desa yaitu korupsi di tubuh pemerintahan desa.  

Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan jujur, 

pertama-tama harus memahami mandat Undang-undang Desa sebagai pedoman umum 
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dalam pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya itu, orang yang diberi wewenang dan 

tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa harus mampu memahami 

Undangundang Desa Nomor 6 tentang Desa secara baik dan tentunya harus bekerja 

dengan baik dan tidak boleh mementingkan kepetingan pribadi.   

5.2.1 Bagi Pemerintah  

Pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol 

kehidupan masyarakat. Undang-undang adalah pendoman bagi pemerintah untuk 

memberi imbauan kepada segenap masyarakat melakukan sesuatu sesuai tanggung 

jawab yang diembankan, khususnya bagi orang yang berwenang dalam pengelolaan 

keuangan desa. Undang-Undang Desa yang diterbitkan dan diundangkan diharapkan 

mampu menjadi jembatan bagi pemerintah dalam memperhatikan desa secara 

menyeluruh. Pemerintah sebagai garda terdepan dalam pembagunan negeri ini 

diharapkan menerapakan segala yang telah diamanatkan Undang-undang Dasar sebagai 

dasar negara untuk memperhatikan keadilan untuk setiap warga terlebih khusus warga 

desa.  

5.2.2 Bagi Masyarakat  

Masyarakat sebagai tujuan dari perubahan yang diberdayakan oleh pemerintah 

diharapkan mampu bekerja sama dengan pemerintah, seperti pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan terlebih khusus pemerintah desa. Bekerja sama yang 

dimaksudkan dalam hal partisipatif adalah untuk mengetahui pengelolaan kuangan desa 

secara tertib yang berpedoman pada Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014. 

Masyarakat sebagai prioritas pembangunan, diharapkan mampu berjalan bersama 

pemerintah untuk tercapianya kebaikan bersama, dalam hal ini agar tercapainya 

kesejahteraan bersama.  

5.2.3 Bagi Tokoh Agama  

Para anggota Gereja yang menjadi pengawas pengelolaan dana desa. Mereka 

inilah yang perlu digerakkan untuk mengawasi pengelolaan dana desa dalam terang 



87  

  

kitab suci dan magisterium. Konstitusi Gereja sebagai konstitusi religius sudah 

mengajarkan hal yang baik terlebih khusus dalam hal moral. Ajaran-ajaran tentang 

kebaikan dari konstitusi Gereja diharapkan membawa hal yang positif untuk orangorang 

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Karena ajaran moral ini 

akan membawa dampak yang sangat baik bagi mereka yang diembankan tanggung 

jawab. Tujuannya agar terhindar dari hal-hal negatif seperti mementingkan kepentingan 

pribadi semata tanpa mengindahkan kebaikan bersama. Inilah peranan Gereja untuk 

meciptakan kebaikan bersama.   

5.2.4 LSM   

LSM sebagai lembaga yang membantu pelayan masyarakat diharapkan 

membantu masyarakat dalam mengawas pengelolaan dana dasa, sebagai tujuan dari 

kebaikan bersama. Agar pengelolaan pada saat pengelolaan dana desa tersebut bisa 

dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran.   
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Wawancara  

Daur, Arcis. Hasil wawancara di rumah pada 31 Januari 2023. Dopo, 

Hipolitus. Hasil wawancara di rumah pada 31 Januari 2013 Nandi, 

Yohanes. Hasil wawancara di rumah pada 31 Jnuari 2023.  

Nggor,Fransisku. Hasil wawancara di rumah 31 Januari 2023.  

Since, Theresia. Hasil wawancara di Kantor Desa Takaplager Pada 25 Oktober 2022.  

Uran, Sipri. Hasil wawancara di rumah pada 31 Januari 2023.  

Nong, Donatus. Hasil wawancara di rumah pada tanggal 25 februari 2023.  

Nggor, Frans. Hasil wawancara di Wairpelit pada 31 Januari 2023.   

Yuvensius, Avelinus. Hasil wawancara di Kantor Camat Nita pada 31 Januari 2023.  

  

  

  

  

  

  

  

Pertanyaan untuk wawancara  

1. Berapakah luas wilayah desa Takaplger dan bagaimana proses terbentuknya desa 

Takaplager.  

2. Apakah alokasi dana desa yang sudah di anggarkan oleh pemerintah pusat 

Pemperov dan Perda sudah tepat sasaran?  

3. Dari manakah pendapatan asli Desa Takaplager?  
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4. Berapa jumlah rata-rata Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah setiap 

tahunnya untuk desa Takaplager?  

5. Bagaimana prinsip pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di desa Desa 

Takaplager Apakah sesuai dengan undang-undang desa yang mengamanatkan 

akukntabel?  

6. Apakah prosedur pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Takaplager 

sudah sesuai dengan yang diamanatkan UU Desa No 06 tahun 2014.  

7. Bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di desa Takaplager sudah 

akuntabiltas sebagaimana diamanatkan UU Desa No 06 2014.  

8. Apa yang dimaksud dengan dana desa dan bagaimana sistem pengelolaannya  

9. apa kegunaan dana desa  

10. berapakah besaran anggaran dana desa per tahun  

11. Bagaimana sistem pemberdayaan dana desa bagi masyarakat yang ekonominya 

lemah  

12. Bidang apa saja yang bisa dibiayai oleh dana desa  

13. bagaimana mekanisme penyaluran dana desa  

14. Siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa  

15. Apakah ada jenis bantuan lain terhadap masyarakat desa yang ekonominya 

lemah yang dananya bukan dari dana desa.  

16. Bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa  

17. Apakah selama ini dalam pengelolaan dana desa di Desa Takaplager melibatkan 

masyarakat?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Keterangan gambar: struktur pemerintahan Desa Takaplager.  
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95  

  

 
Takaplager Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.  

  

  

Keterangan  gambar :   kebun  kelompok  tani  Wolon  Kota  di  Dusun  Guru  Desa  
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